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ABSTRACT

Astuti Indriani, Nim. 105730441913. Accounting Studies Program, Faculty of
Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar,
Making Thesis with the title "Revenue Accounting System
Effectiveness And Utilization Revenue (An Overview of Empirical At
the Department of Revenue Finance and Asset Management
Jeneponto)” . Supervised by Mahmud Nuhung and Abd. Salam HB.

This study aims to determine alyze the local revenue Revenue and
Utilization of revenue (PAD s ance governance. This study uses
qualitative descriptive
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Sesuai dengan peraturan reformasi keuangan daerah yang ada saat ini,

informasi keuangan dapat dikumpulkan melalui sistem dan prosedur yang mau

tidak mau harus diikuti ole = untutan terhadap terciptanya good

governance sudz -.. w‘u H e&ar masyarakat dalam

P&\A.ﬁ 'u %caraﬂlosofl
\ \w.i'.n// , - i suatu
-ésa

di

Adanya penerapan otonomi daerah sebaga salah satu paradigma baru
daam sistem penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia telah memberi
implikasi yang cukup kompleks bagi pelaksanaan pemerintah khususnya di
daerah. Otonomi daerah merupakan bagian dari demokratisass dalam
menciptakan sebuah sistem yang powersharepada setiap level pemerintah

serta menuntut kemandirian sistem manajemen di daerah (Halim, Restianto,



Karman 2010: 105). Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.
59 Tahun 2007 atas perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur mengenai pedoman
pengurusan, pertanggungawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Penerimaan kas daerah/pendapatan daerah menurut Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2004 dikelompokian menjadi empat yakni, Pendapatan Adli
Daerah (PAD) yaitu se / \ : i i adli

memudahkan mangemen untukmenyediakan informasi keuangan, serta
memudahkan pengelolaan keuangan suatuorganisasi. Salah satunya yakni
Sistem Akuntansi Sektor Publik, dimana Akuntansi Pemerintahan merupakan
salah satu bagiannya. Peran utama akuntansi dalam sektor publik yaitu

menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajer sektor



publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi.
Informasi akuntansi diberikan sebagai alat atau sarana untuk membantu
mangjer menjalankan fungsi-fungsi manajemen sehingga tujuan organisasi

dapat tercapai.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraia

bahan informasi yang digunakan dalam memperbaiki kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah melalui kapasitas pemanfaatan teknologi
informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah sehingga tujuan

pemerintahan dapat tercapai.



2. Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa
daam berpikir dan menjadi bahan informasi bagi pihak yang
berkepentingan serta menambah literatureperpustakaan sehingga dapat

memberikan manfaat bagi semua pihak.
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TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Akuntansi Pemerintah

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah menurut PP No. 71 Tahun 2010

Adapun yang menjadi tujuan Sistem Akuntansi Pemerintahan
Daerah antaralain:
a. Menjaga aset melalui pencatatan, pemprosesan dan pelaporan transaksi
keuangan yang konsisten.
b. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran

dan kegiatan keuangan yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja

5



untuk menentukan ketaatanterhadap otorisasi anggaran dan tujuan
akuntabilitas.

c. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan
(Neraca)

d. Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan,

pengelolaan dan pengendélidn kegiatan dan keuangan secara efektif.

[\ S MUHM ‘i’ . pai 189 mengatur

: f-f(; \,‘ pKASw 4 4) oleh bendahara

§ - \\‘I!'h; /i B rucen
L] ﬁ%"'ﬂ\ﬂéﬂ "'E WF & yang

i geografisnya sulit
dijangkau dengan komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas
waktu penyetoran maka hal ini akan ditetapkan dalam peraturan kepaa
daerah. Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah bank
pemerintah yang ditunjuk dan kemudian bank mengirimkan nota kredit

sebagal pemberitahuan atas setoran tersebut (Surat edaran BAKD,



2007:9). Langkah-langkah teknis dalam penerimaan kas sebagai berikut :

a. PPKD menyerahkan Surat Ketetapan Pgjak (SKP) Daerah yang telah
diterbitkan kepada Bendahara Penerimaan untuk keperluan melakukan
verifikas pada saat penerimaan pendapatan. Pengguna Anggaran

menyerahkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) yang telah diterbitkan

uang (setoran

melakukan

Krismigji (2005) mendefinisikan pengendalian intern sebagai suatu
rencanaorganisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga dan
melindungi  aktivamenghasilkan informasi yang akurat, memperbaiki
efisiensi, dan mendorong ditaatinya kebijakan manaemen. Berdasarkan

Peraturan Pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem



Pengendalian Intern Pemerintah, bahwa Sistem Pengendalian Intern
(SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang
dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk
memberikan keyakinan memadal atas tercapainya tujuan organisasi

melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,

P o As g
\ mg" e’ '\ & pryeni Sas
¢ W %

disebutkan bahwa, untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang
efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga,
gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas
penyelenggaraan  kegiatan  pemerintahan. Pengendalian  atas

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tersebut dilaksanakan dengan



berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP ini
dimaksudkan dengan tujuan memberikan keyakinan yang memadai bagi
tercapainya efektivitas dan efisiensipencapaian tujuan penyelenggaraan
pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset

negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Sistem pengendalian#iate mellputl struktur organisasi, metode
dan ukuran-uk / sian untuk menjaga kekayaan
{ b‘u:? MU H.é'.' tans mendorong
WKASS 14?% Smn. Menurut
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" . Si. Pengendalian

menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Pengendalian
intern administratif meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-
ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorongefisiens dan
dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2010).

Adapun unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berdasarkan
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PP 60 tahun 2008 antara lain:
a. Lingkungan pengendalian
b. Penilaian resiko

c. Kegiatan pengendalian

d. Informas dan komunikasi

r" Q{g\.ﬂl

QELL

melalui hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.
Unsur pengendalian intern yang kedua yaitu penilaian resiko.

Penilaian resiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan instansi

pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat instansi maupun

tingkat kegiatan. Kemudian mengidentifikasi secara efisien dan efektif
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resiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang
bersumber dari dalam maupun luar instansi. Terhadap resiko yang
telahdiidentifikas dianalisisuntuk mengetahui pengaruhnya terhadap
pencapaian tujuan. Pimpinan instansi pemerintah merumuskan pendekatan

mangjemen resiko dan kegiatan pengendalian resiko yang diperlukan

at memb -ll"iaq,.%M

,/Q-ﬁ’ \‘\u\.KASSA

5

i

4‘ tifikas selama

2) Sistem dan prosedur pengeluaran kas

3) Sistem dan prosedur akuntansi selain kas
4) Sistem dan prosedur akuntansi aset
b. Otorisas

Otorisasi dalam sistem akuntansi pemerintah daerah sangat
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penting karena tanpa sistem otorisasi yang baik, maka keuangan
daerah sangat berisko untuk terjadi kebocoran. Sistem otorisas
menunjukkan ketentuan tentang orang atau pejabat yang bertanggung
jawab mengotorisasi suatu transaksi yang terjadi di pemerintah daerah.

Otorisasi tersebut bisa berbentuk kewenangan dalam memberikan

tanda tangan padmen tertentu. Tanpa otorisasi dari

ta):

pihak yang beri desi, tidak dapat dilakukan, atau
Lpw /»{p-ﬁ MUH,{‘:‘I‘ \ aka transaksi tersebut
N aKASS4
& W

ansaksi dari awal hingga akhir
tidak boleh ditangani oleh satu fungs atau satu orang sga. Harus
dipisahkan antara fungsi pemegang uang dengan pencatat uang serta
pengotorisasi. Harus dilakukan pemisahan tugas secara tegas dengan
deskripsi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang jelas dalam rangka

menghindari terjadinya kolusi, kecurangan, dan korupsi.
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Dijelaskan pula dalam PP 60 tahun 2008, bahwa instans
pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan
baik informasi keuangan maupun nonkeuangan, yang berhubungan dengan
peristiwa-peristiwva eksternal serta internal. Informasi tersebut harus

direkam dan dikomunikasikan kepada pimpinan instansi pemerintah dan

e Smialsr?

7 S

Jadi, Pengendalian Intern dapat dikatakan sebagai suatu proses
yang telah dirancang sedemikian rupa dengan memanfaatkan teknologi
untuk mencapai tujuan yang diinginkan pemerintahan. Selain itu,
pengendalian intern bermaksud untuk memberikan keyakinan atas

pencapai annya dalam penyel enggaran pemerintah.
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B. Pendapatan Adli Daerah (PAD)
Pendapatan Adli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber
pendapatan daerahyang diusahakan langsung oleh Pemerintah Daerah yang
meliputi : Hasil pgjak daerah, Hasil retribusi daerah, Hasil perusahaan milik

daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain

daerah terdiri dari : Bagi al)+dari pajak bumi dan bangunan,

bea peralihan /< ‘3 MUH:‘%\ dari sumber daya
e, A ¢5’ ipKAS?r

i \\d‘l’ hrf//

':c t

provinsi dan 7 jenis pgak daerah kabupaten/kota. Pajak daerah

kabupaten/kota ada7 jenis yaitu : Pgak Hotel, Pgjak Restoran,
Pajak Hiburan, Pgak Reklame, Pgjak Penerangan Jalan, Pagak
Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, dan

Pajak Parkir (Suandy, 2013:37).
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2) Retribusi Daerah
Retribus daerah juga menjadi unsur yang sangat
berpengaruh besar terhadap Pendapatan Adli Daerah. Retribusi
daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh

Pemerintah .ﬁv, kepentingan orang pribadi atau badan

;_.;/ﬁ'fe o

~
g

i
:_‘.'Ig_;?ﬁ;ff" 'ﬂl
R

g) Pertambangan gas bumi

c. Pinjaman Daerah
d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
2. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan Pendapatan Adli Daerah dapat dilaksanakan dengan 3
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(Tiga) mekanisme/prosedur, yaitu :
a. Pembayaran langsung melalui Bendahara penerimaan.
b. Pihak Ketiga/Wajib Pgjak/Wajib Retribusi menyetorkan uang melalui

Bendahara Penerimaan Pembantu, kemudian Bendahara Penerimaan

Pembantu melaporkan kepada Bendahara Penerimaan.

b. Fungsiona atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya
dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan
kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

4. Pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan
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pemerintah.Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk
membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkanbiaya
yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan
tersebut.

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin

untuk dapat menghas gkatan pelayanan dan kesgjahteraan yang

maksimal guna ke karena itu, untuk dapat

= [ AN

Jalil, .‘:' 4 anggaran, maka dalam
NV i
{ag" '\l .th S}ﬁq'i)@.}. ara jelas tujuan

W
R

prHar t.~ 4* J'ﬁ.ﬁ 4,;#01' e 0 fja, serta

dilihat dari segi hasil, tujuan atau akibat yang dikehendaki dengan perbuatan
itu telah tercapai bahkan secara maksimal (mutu dan jumlahnya), sebaliknya
dilihat dari segi usaha, efek yang diharapkan juga telah tercapai.Setiap
pekerjaan yang efektif belum tentu efisien, karena hasil dapat tercapai tapi
mungkin dengan penghamburan pikiran, tenaga, waktu, ruang atau benda.

Efektivitas organisasi sama dengan prestass organisasi secara
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keseluruhan (Indra Wijaya). Efektivitas organisasi dapat dinyatakan sebagai
tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran
(Lubis, dkk). Efektivitas suatu organisasi tergantung kepada seberapa jauh ia
mencapal tujuan atau sasaran (Kasim). Efektivitas sgjauhmana organisasi

melaksanakan seluruh tugas pokoknya atau mencapal semua Sasarannya

(Richard M, Steers). Keempat Maidangan ini, menitikberatkan pengukuran

efektivitas organisasi .r-"/ \ anisasi mencapal tujuan atau
sasarannya. /(FS MUHA \
&m\(AS% s

apainya hasl,

fektifitas dari

target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran

dengan hasil.

D. Penelitian Terdahulu
Karamoy (2013) dengan judul Evaluas Pelaksanaan Sistem dan

Prosedur Penerimaan Kas pada Dinas Pendapatan Kota Manado.Tujuan dari
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ini penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan sistem dan prosedur
penerimaan kas serta mengevaluasi sistem dan prosedur penerimaan kas pada
Dinas Pendapatan Kota Manado.Metode yang digunakan adalah metode
deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan sistem dan

prosedur penerimaan kas sudah memadai.

Tuerah (2013) dengan juell Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur

Penerimaan dan Jé t/ \ udukan dan Pencatatan Sipil

p‘i MUH4 \ mengetahui efektivitas

\*\‘ .).K'-AS .-, - pada Dinas
' 2 aMetode

l'::i \\\‘“TH #i'ff | it
'L'l‘h -é‘ﬁr b I f - itian
o5 TN 881 kos telah

2le

J

efektifitas pengelolaan keuangan daerah khususnya penerimaan dari
PAD.Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa SKPD Pendapatan Daerah Lampung belum menerapkan
Pedoman Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang pedoman pengurusan,

pertanggungjawaban, pengawasan keuangan, pencatatan akuntansi yang benar.
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KadirAkhiruddin(2003) :“Analisis Upaya Pajak Daerah Terhadap
Peningkatan  Pendapatan Adli  Dagrah (PAD) di  Kabupaten
MorowaliProvinsiSulawess  Tengah  Tahun  Anggarn  2003-2007”,
mengungkapkan potensi Pajak Daerah yang terus meningkat dari tahun ke

tahun membuka kesempatan bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten Morowaliapab -
Daerah terhadap P. ¢ hup terakhir menunjukkan hasil
/ipﬁi MUHW‘I;‘M\- kontribusi  Pagjak

M OKASS 2
h. 5l '»«r.‘!é Jan potensi Pajak

d| kelola dengan baik. Kontribusi Pajak

“NA

\\\u“hh;/ P & harapkon redlisas

OB t*p -m' -u‘r'%:k;y;(_”’ yal E/'a! 2 dapat

-

Vanc ok

manusia,pe
sebagal variabel independen dan nilai informasi pelaporan keuangan
pemerintah daerah sebagal variabel dependennya. Penelitian ini dilakukan
pada SKPD di Kota Paembang dan Kabupaten Ogan Ilir, dengan jumlah
sampel sebanyak 117orang. Hasil yang ditunjukkan bahwaPemanfaatan

teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi memiliki pengaruh
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positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
Kapasitas SDM berpengaruh negatif. Pemanfaatan teknologi informasi, dan
kapasitas SDM memiliki pengaruh positif terhadap ketepatwaktuanpel aporan
keuangan pemerintah daerah.

Penelitian selanjutnya pernah dilakukan oleh Siti Soimah (2014)

Kap e
Dan Sistem Pen 2 /

[ alah, Terhadap Kualitas Laporan
Keuangan Per / D‘a Man{I a “variabel yang
/:e “‘\I\K Aﬁ; Quﬂﬁl., ian Intern

r.‘ﬂ " i Ltan

02y Daerah

dengan judul pengaruh SDM, Pemanfaatan Teknologi Informas

Q

2dap Bélanja Daerah.

memberike f-.’l' g Sgnif erhadz angsung.Sedangkan
terhadap Belanja
Langsung, bahwa PAD secara individua tidak mempengaruhi belanja
langsung.

Penelitian  sebelumnya  dilakukan oleh Raisa  Stephanie
JanislullieSondakh dan HarijantoSabijono (2015) dengan judul penelitian

andisis sistem dan prosedur penerimaan PAD pada dinas pendapatan
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pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten sitaro. Hasil peneltian
diperoleh bahwa Secara umum DPPKAD Kabupaten Sitaro telah menerapkan
sistem dan prosedur penerimaan PAD sesuai dengan PERMENDAGRI No.59
Tahun 2007.Namun pelaksanaan pengendalian intern belum memadai pada

bidang akuntansi yang belum melaksanakan pencatatan atas penerimaan PAD

i':hﬁ MuH.ﬂl " oleh  JeaneMaitulung,

,{ e
Q/‘;g’:i\WKASRﬂ. judul pendlitian
\\i“! hrj//

ian s

abupaten/Kota di
Jawa Tengah). 0€ ! i hwa DAU dan PAD
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja daerah.Jika
dilihat lebih lanjut, tingkat ketergantungan alokas belanja daerah lebih
dominan terhadap PAD daripada DAU.

Penelitian selanjutnya dilakukan As SyifahNurillah Tahun 2014

dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem
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Akuntansi keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem
Pengendalian Intern Pemrintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Daerah(Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok). Hasil penelitian pengujian
hipotesis adalah kompetenst SDM, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan

Daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern
pemerintah mempunyai pengam!
laporan keuangan pem '/
ﬁv?ﬂﬂl‘s‘ﬂﬂ 'li’r apbahwa sumber daya
B, .

\\\i dll

5 simbe Gy

3. 'positif dan signifikan terhadap kualitas

e’\\

ri penelitian

2006 yang didaamnya terdapat sistem dan prosedur pendapatan daerah

melalui bendahara penerimaan, bendahara penerimaan pembantu dan melaui
bank.
YohanaPaliling (2006)“Analisis Potensi Retribusi Pasar Terhadap

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mimika”, mengungkapkan
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bahwa Realisas Retribusi Pasar pada tahun 2003 masih rendah yaitu 39,38%

dari potens retribusi pasar pada tahun yang sama dan penentuan target

retribusi pasar juga masih rendah yaitu 39,4% dari potensi yang sebenarnya.
Penelitian yang dilakukan oleh Puspita Sari (2009) menguji Pengaruh

Dana Alokass Umum (DAU) Dan Pendapatan Adli Daerah (PAD) Terhadap

Belanja Langsung Pada
tiga smpulan yang_mé

abupaten/Kota Di Provins Riau. Ada

'?_ J'L e

g g\\}:‘lﬁ*{yl/: e
o “ﬁhfgﬂ&ﬁig@p}’ "W

o

~LL UG

dan adanya peningkatan pemahaman tentang akuntansi keuangan daerah,

maka kinerja satuan kerja pemerintah daerah akan meningkat.
Warisno (2009) melakukan penelitian tentang “Faktor-faktor yang
Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di

Lingkungan ~ Pemerintan  ProvinsiJambi”.Hasil ~ penelitian  tersebut
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menyimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia, komunikasi, sarana
pendukung, dan komitmen organisasi secara simultan berpengaruh positif
secara signifikan terhadap kinerja SKPD.

Penelitian dilakukan oleh Arifianti (2011) dengan judul “Nilai

informasi  pelaporan keuangan pemda, sumber daya manusia, Sistem

pengendalian intern, pema ologi informasi, pengawasan
i / 1 ber daya manusia, SPIP

e

nasi pelaporan keuangan, SPIP
(sistem pengendalian intern pemerintah) dan teknologi informasi berpengaruh
terhadap nilai informasi pelaporan keuangan.

Penelitian terdahulu dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian

ini tertuang dalam bentuk tabel berikut ini.
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Kabupaten
MorowaliProvinsi Sulawesi
Tengah Tahun Anggarn
2003-2007

Tabel 2.1
Daftar Penelitian Sebelumnya

No Pendliti Tahun Judul Hasil
1 | Karamoy 2013 | Pelaksanaan Sistem dan | Menunjukkan bahwa secara
Prosedur Penerimaan Kas | keseluruhan sistem dan prosedur
pada Dinas Pendapatan | penerimaan kas sudah memadai.
2 | Tuerah Penelitian menunjukkan bahwa
sedur | sistem  akuntansi  penerimaan
4 '(P':‘J [ﬂ”HAdp\‘ dan pengeluaran kas telah
o> IP'J’*A"‘SA % e

-LQ/ \& 4) / an yang digunakan.
s

3 bahwa SKPD
DaerahLampung
erapkan Pedoman
agri No.13 Tahun 2006
pedoman pengurusan,
ggungjawaban,pengawasa
pencatatan
4 KadirAkhiruddi Pajak Daerah
Dagerah Terhadap | terhadap PAD dalam kurun lima
Peningkatan  Pendapatan | tahun terakhir  menunjukkan
Adli Daerah (PAD) di | hasil yang bervariasi. Tahun

2004 merupakan tahun dengan
kontribus Pgjak Daerah yang
terbesar yaitu mencapai angka
20,46%. Dengan potensi Pgjak
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No

Pendliti

Tahun

Judul

Hasil

Indriasari& Nahart
yo

Daerahh yang terus meningkat
tahun ke tahun maka
diharapkan realisasi penerimaan
pajak daerah dapat ditingkatkan
yang dapat
meningkatkan penerimaan PAD

dari

selanjutnya

di masa yang akan datang.

’K:-'J"' u-ﬂ !.j e f il
\‘\lp..\(ﬁ\ﬁ’ S M‘*‘Ef

"4;

Informasi Dan Sistem

Pengendalian Intern
Pemerintah Terhadap
Kualitas L aporan
Keuangan Pemerintah
Daerah Kabupaten

Bengkulu Utara

bahwaPemanfaatan
informas,

teknologi
dan pengendalian
memiliki
terhadap
pelaporan

akuntansi

positif

SDM  berpengaruh
anfaatan teknologi
dan kapasitas SDM

pengaruh  positif

Jpasitas SDM, Pemanfaatann
dan Pengenddian
Pemerintah Terhadap Kualitas
Laporan Keuangan Pmerintah

Intern

Daerah Bengkulu Utara.
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No

Pendliti Tahun

Judul

Hasil

Mutiara 2006

Maemunah

PAD dan DAU signifikan
berpengaruh terhadap

Belanja Daerah

DAU memberikan pengaruh
yang signifikan terhadap belanja
Sedangkan  PAD
menunjukkan pengaruh yang
tidak terhadap
Belanja Langsung, bahwa PAD
individual tidak

mempengaruhi belanja

langsung.

signifikan

secara

langsung.
"ug o]

DPPKAD
telah
asistem dan prosedur

umum

Sitaro

pel aksanaan
belum
eclal pada bidang akuntans
melaksanakan
dan atas penerimaan
ke dalam buku jurna.
cpaiknya DPPKAD Kabupaten

intern

oelum

"~ Sitaro memperbanyak sosialisasi

dan bimbingan teknis untuk
meningkatkan SDM yang ada.

JeaneMaitulung, 2015
HendrikM anossoh
,danVictorina Z.

Tirayoh

Evaluas penerapan sistem
akuntansi penerimaan
Pendapatan asli  daerah
pada pemerintah

Kabupaten kepulauan

Hasil penelitian  terhadap

evaluas sistem  akuntans
penerimaan  pendapatan  adli
Daerah menggambarkan bahwa

sistem dan prosedur di Dinas
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No Pendliti Tahun Judul Hasl
sangihe PPKA Kabupaten Kepulauan
Sangihe belum berjalan dengan
baik karena
10 | NurlndahRahmaw | 2010 | Pengaruhpendapatan asli | Menunjukan bahwa DAU dan

ati

1s1

daerah(PAD) dan dana

aokas umum

PAD mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap  alokas
belanja daerah. Jika dilihat lebih
lanjut, tingkat ketergantungan
dokas belanja daerah lebih

eMinan terhadap PAD daripada

12

Roviyanti

sumber daya  manusia
berpengaruh positif terhadap
informasi pelaporan
keuangan.

Terdapat hubungan yang positif
antara sumber daya manusia
dengan nilai informasi
pelaporan keuangan.

13

Julia Palit

2012

Analisis Penerapan Sistem
Akuntansi Penerimaan

Menunjukkan bahwa
Penerimaan kas di Dinas
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No Pendliti Tahun Judul Hasl
Pendapatan Adli Daerah di | Pendapatan Kota Manado sesuai
Kota Manado dengan Permendagri No. 13

14

N

15

S

(D]

Provins Riau.

Tahun 2006 yang didalamnya
terdapat sistem dan prosedur

pendapatan daerah  melalui
bendahara penerimaan,
bendahara penerimaan

pembantu dan melalui bank

enelitian  yang telah

il _,]’.g",..' = ‘lmqvqﬁﬁh g - o
/F.ll“‘“ﬁ\;\ “ ::‘.t. ’ yaitu: Pertama, DAU
‘ | , , .

tidak mempunyai
pengaruh yang positif dan
signifikan  terhadap belanja
langsung secara parsial. Ketiga,
DAU dan PAD secara simultan
berpengaruh signifikan terhadap
Belanja Langsung.
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No Pendliti Tahun Judul Hasl

16 | Tuasika 2007 | Pengaruh Pemahaman | Bahwa secara simultan maupun
Sistem Akuntansi | parsial, pemahaman mengenai
Pengelolaan Keuangan | sistem akuntansi dan
Daerah terhadap Kinerja | pengelolaan keuangan

Satuan Kerja Pemerintah
Daerah (Studi pada
laluku Tengah

\\d‘hhf

- s\ q.r
.?*}“"{4%)( _

berpengaruh terhadap kinerja
satuan kerja pemerintah daerah.
Apabila pengelolaan keuangan
daerah dilakukan sesuai dengan
prosedur yang berlaku dan
a0 apeni ngkatan pemahaman
akuntans:  keuangan

kinerja satuan

17 sumber daya
unikasi, sarana
dan  komitmen
secara  simultan
positif  secara
terhadap  kinerja
18 | Arifianti noran., Sumber daya manusia, SPIP
keuangan pemda, sumber | (sistem pengendalian intern
daya manusia, system | pemerintah), teknol ogi
pengendalian ntern, | informasi, dan pengawasan
pemanfaatan teknologi | keuangan daerah berpengaruh
informas, pengawasan | terhadap nila informasi
keuangan pelaporan keuangan
19 | Sukmaningrum 2012 | Nilai informasi pelaporan | Sumber daya manusia, SPIP
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No Pendliti Tahun Judul Hasl
keuangan pemda, sumber | (sistem pengendalian intern
daya manusia, sistem | pemerintah), dan faktor
pengendalian intern, dan | eksternal berpengaruh terhadap
faktor eksternal nilai informasi pelaporan

keuangan
20 | Zuliarti 2012 | Nilai informasi pelaporan | Sumber daya manusia tidak
berpengaruh  terhadap  nila
informasi  pelaporan keuangan,
n | SPIP  (sistem  pengendalian
emerintah) dan teknologi
i berpengaruh terhadap
pelaporan
c i

IO

Sistem Penerimaan
Pendapatan Adli Daerah

Sistem Pengeluaran
PAD
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F.
G. Hipotesis
Berdasarkan perumusan masalah dan teori para peneliti sebelumnya,

maka hipotesis penelitian ini adalah Sistem Akuntansi Penerimaan dan

pemanfaatan PAD sudah efektif berdasarkan anggaran yang dibuat.




BAB 111

METODE PENELITIAN

A. Lokas Pendlitian
Penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas PendaptanPengelolan

Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan pada

isas Dinas Pendapatan

Pengeluaran Asset DaerahKabupaten Jenepontor dan gambaran umum

Kabupaten Jeneponto.

C. Definisi Operasional Variabel
1. Sistem Akuntansi Penerimaan PAD

Permendagri No. 59 Tahun 2007 Pasal 187 sampai 189 mengatur

34
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tata cara pelaksanaan penerimaan daerah yang dikelola oleh bendahara
penerimaan. Semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan
pemerintahan daerah dikelola dalam APBD.Setigp SKPD yang
mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib

melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan
=11 |ay

@"'-w:
N
,:"'/P

Py :
{U’ﬁ?}"" S hi:‘i

verifikas pada saat penerimaan pendapatan. Pengguna Anggaran
menyerahkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) yang telah diterbitkan
kepada Bendahara Penerimaan untuk keperluan melakukan verifikasi
pada saat penerimaan.

b. Wagib Pagak/Wgjib Retribus menyerahkan uang (setoran
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paj ak/retribusi).Bendahara Penerimaan kemudian melakukan verifikasi
penerimaan uang dengan SKP Daerah/SKR yang bersangkutan.
Setelah melakukan verifikasi, Bendahara Penerimaan mengeluarkan
Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti Lain yang Sah.

c. Bendahara Penerimaan menyiapkan Surat Tanda Setoran (STS).

5

Bendahara Penerimaan keélitidian melakukan penyetoran kepada bank

=asi, 0leh bank kemudian diterima

a itu, untuk dapat

mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam
perencanaan anggaran perlu diperhatikan (1) penetapan secara jelas tujuan
dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai;
(2) penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta

penetapan harga satuan yang rasional.
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3. Efektivitas Penggunaan Dana
Konsep efekivitas biasanya selalu terkait dengan konsep efisiensi,
yaitu suatu proser internal yang terjadi dalam suatu organisasi yang
menunjukan banyaknya input atau sumberyang diperlukan oleh organisasi
untuk menghasilkan satu satuan output. Karena itu, efisiensi dapat diukur

sebagai Ratio input nq it (Lubis, dkk).
Efektivitas/ai \”'-' an pada taraf tercapainya hasil,

S/ G

- .4i‘ﬁq MUH,ﬂ \ an bahwa : efektifitas
hKAS‘\ I-11 @a fah tersebut dapat

:}" de \ ai,_dengan
S \\\*}L f// |

'i-  Tan 00 r G hasil

adi (tidakmelalt | 5 & Supomo (2002). Metode
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancaraobserpasi dan

pengamatan.

E. Metode AnalisisData
Metode andlisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah kegiatan dimana
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tingkat pekerjaannya mencakup cara-cara pengumpulan, menyusun atau
mengatur, mengolah, menygjikan dan menganaisis data agar dapat
memberikan gambaran yang teratur, ringkas dan jelas mengenai keadaan,

peristiwa, atau gejaa tertentu sehingga dapat ditarik pengertian atau makna

tertentu.

20%-30%

10%-20%
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BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Latar Belakang Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Dan Asset

Daerah Kabupaten Jeneponto

Pelaksanaan otonomi dagrah telah memberikan kepada daerah

unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepaa yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Dagerah.



B. Vis Dan Misi
1. Vis
MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH DAN MEWUJUDKAN
TATA KELOLA KEUANGAN DAN ASET YANG AKUNTABEL DAN

BERKELANJUTAN

2. Mis /\
Adapun M iSl tara lain sebagai berikut :

ponto adalah sebagai
unsur pelaksana teknis operasional, yang mendukung dan
mempercepat akeslerasi pembangunan sebagaimana Visi dan Mig
Bupati terpilih yang telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPIMD) tahun 2014-2018.
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C. Stuktur Organisasi
Struktur organinasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan

Asset Daerah Kabupaten Jeneponto.

KEPALK IR

P T | TR

o %\\d‘lhﬂ// =

J“#ﬂ-ﬂh ;-r_.r".’
o= b W7 2 iﬁ

".-r-- "’ . #,.ff

Pembangunan Daerah Kabupaten Jeneponto
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4

Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Tekhnis Daerah Kabupaten Jeneponto serta kedudukan DPPKAD diatur
dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok,

Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Pendapatan Pengelolaan
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Keuangan dan Aset Daerah, yang menetapkan rincian tugas jabatan
struktural Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Jeneponto.

2. Uraian Tugas dan Fungs Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto
Dinas Pendapatan Pengel olaan Keuangan dan Aset dipimpin oleh

seorang Kepala Dipas 3l tugas pokok membantu Bupati

g}’y h dalam  bidang

i .\}., ﬂ.ilw
A “'ﬂsﬁ N‘-%W

!x‘ 0 oran, aset

Daerah Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

sekretaris mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian,
administrasi keuangan, program dan urusan rumah tangga;

b. Penyelenggaraan Kebijakan administras administras umum dan

kepegawaian, administrasi keuangan, program;



c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program
dan kegiatan Sub bagian;

d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

4. Uraian Sub Bagian Umup &an Kepegawaian DPPKAD Kabupaten

Jeneponto

Umum dan Kepegawaian;

c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program
dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup Sub bagian Umum
dan Kepegawaian;

d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan sub bagian

Umum dan Kepegawaian;



e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
5. Uraian Sub Bagian Program DPPKAD Kab. Jeneponto
Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian,

mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan program,

perencanaan dan pengendelion, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di

o Ny T M U H A, ¥ i
alam PLE" 1458 hagaimana dimaksud Kepala
S N KASS.

ﬁur. L

i ks o
- N}:‘Lﬂt"@’
§

i";;";: Ksanaah P e bagian

tugas dan fungsinya.

6. Uraian Sub Bagian Keuangan DPPKAD Kab. Jeneponto
Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
mempunyai tugas pokok mengelola administrasi keuangan meliputi

penyusunan  anggaran, pemamfaatan  anggaran,  penggunaan,



pertanggungjawaban dan laporan keuangan Dinas Pendapatan
Pengelolaan K euangan dan Aset Daerah;
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala

sub bagian Keuangan mempunyai fungs :

a. Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian Keuangan;

A

. =S ". Q(g.

" ?pUSTAKAAN “'ﬁlw

) Kepala Bidang
ngendalikan seluruh
tugas penyelenggaraan keuangan daerah di bidang perpajakan, retribusi
dan pendapatan lain-lain serta dana perimbangan pada Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

Daam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepaa
Bidang Pendapatan mempunyai fungsi :

a.  Penyusunan kebijakan teknis bidang Pendapatan;
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b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang Pendapatan;

c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program
dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang Pendapatan;

d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan bidang

Pendapatan;

e. Pelaksanaan r..ug diberikan oleh atasan sesuai dengan
/ |1

AOS

5 \\\d‘lﬂ.{

it mengey A o
L-r \s:.uw..;, si pajak

3 cl10c rv‘c H'.au’
h&j, w

= =
\h 2 aﬁ?“{:\
W4 lp“\'i
A N |
AT %

—

a. ﬂ- Q
b. > fﬂ'ﬂ ;AKAA“ ?

, pengawasan program
dan kegiatan dalam lingkup seksi Pajak;

d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan pejabat non
struktural dalam lingkup seksi Pgjak;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.



47

9. Sub Bagian Seks Retribus DPPKAD Kab. Jeneponto
Seks Retribusi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai
tugas pokok melakukan perumusan Kkebijakan dan pembinaan,
mengkoordinaskan dan  mengevaluas  pelaksanaan  kegiatan

penatausahaan Seksi Retribusi meliputi pendataan, perhitungan serta

penagihan retribusi;

oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok mengolah data bagi
hasil dan penerimaan lain-lain baik yang berupa dari pajak maupun non
pajak meliputi perencanaan, pengkoordinasian, evaluasi dan laporan;
Daam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala seksi Pendapatan Lain-lain dan Dana Perimbangan

mempunyai fungsi :



a. Penyusunan program dan kegiatan seksi Pendapatan Lain-lain dan
Dana Perimbangan;

b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi Pendapatan Lain-lain dan
Dana Perimbangan;

c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program

dan kegiatan dalam limgkup seksi Pendapatan Lain-lain dan Dana

'S
-
.

dan melakukan reviss RAPBD sesuai persetujuan DPRD serta menyusun
anggaran satuan kerja.

Daam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepaa
Bidang Anggaran mempunyai fungsi :
a. Penyusunan kebijakan teknis bidang Anggaran,

b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang Anggaran;
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c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program
dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang Anggaran;

d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan
Anggaran;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fung
12. Uraian Sek - ab.Jeneponto
NPon g i ol < KQJala Seksi
N ASS Y
- 1=\Ph..= plinyaiigrs polokding APBD; Dalam
W T g

an APBD

tugas dan fungsinya.

13. Uraian Seksi Otorisasi DPA SKPD DPPKAD Kab.Jeneponto
Seks Otorisasi DPA SKPD dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
Otorisass DPA SKPD mempunyai tugas pokok menyusun dan

mengverifikas Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD; Daam
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menyelenggarakan tugas sebagaimana Kepala seksi Otorisass DPA

SKPD mempunyai fungsi :

a

b.

Penyusunan program dan kegiatan seksi Otorisasi DPA SKPD;
Pelaksanaan program dan kegiatan seksi Otorisasi DPA SKPD;

Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program

seksi Otorisasi DPA SKPD;

dan kegiatan daI \
Pel aksanaan \Uasi program kegiatan Otorisasi

f/ S MUH4 \
P

i \\m“lr.;/é s -y

Ua?ﬁ&'”& ..-ﬂ

n, sesuai dengan

Pelaksanaan program dan kegiatan seksi Perbendaharaan;

Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program
dan kegiatan dalam lingkup seksi Perbendaharaan;
Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural

dalam lingkup seksi Perbendaharaan;



15.

16.
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e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas dan Fungs Bidang Akuntans DPPKAD

Kab.Jeneponto

Bidang Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepaa Bidang

Akuntansi  mempunyai okok menyelenggarakan urusan

/ N
adminstrasi akuntzi \\ engeluaran kas, akuntans aset

'/'15 :ﬂq M UHa “abupaten Jeneponto;

Seksi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas DPPKAD
Kab.Jeneponto
Seksi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas dipimpin oleh

seorang Seksi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas mempunyai
tugas pokok menyelenggarakan urusan administrasi penyusunan

akuntans penerimaan dan pengeluaran kas, Dalam menyelenggarakan
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tugas sebagaimana dimaksud Kepala seksi mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program dan kegiatan seksi Akuntansi Penerimaan dan
Pengeluaran Kas,

b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi Akuntansi Penerimaan dan

Pengeluaran Kas,

c. Pembinaan, pengkoordifigsian, pengendaian, pengawasan program

elksis, Akuntanss Penerimaan dan

' (EE,,,S MUHA \
w vcm's

a. Penyusunan kebijakan teknis Seksi Akuntansi Aset;

b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang Seksi Akuntansi
Aset;
c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program

dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang Akuntansi Aset;
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d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan Seksi
Akuntansi Aset;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

18. Uraian Seksi Penyusunan Laporan Keuangan DPPKAD Kab.

Jeneponto

d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan Seksi

Penyusunan Laporan Keuangan;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
19. Uraian Tugasdan Fungs Bidang Aset DPPKAD Kab. Jeneponto

Bidang Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Aset



mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan adminstrasi
perencanaan, kebutuhan barang, pemeliharaan, pelaporan, analisa dan
penghapusan aset milik Pemerintah Kabupaten Jeneponto;

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala

Bidang Aset mempunyai fungs ;

N

-

‘l“A
Y

enggarakan tugas sebagaimana

dimaksud Kepala Seksi Perencanaan K ebutuhan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program dan kegiatan teknis Seks Perencanaan
Kebutuhan;

b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi Perencanaan K ebutuhan;

c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program
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dan kegiatan pegjabat non stuktural dalam lingkup Seksi Perencanaan
Kebutuhan;

d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan pejabat non stuktural
dalam lingkup kegiatan Seksi Perencanaan Kebutuhan;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

21. Uraian Seksi And

“ab. Jeneponto
uqi$qm H/ﬂ%\,h epala Seks Andisa
\‘\DKﬂtS?ﬁ 4"5"\ adminstrasi dan

= \&\dlill.f /
_.1—1%‘% 'H_ &l | Kepala

E --,?
o ]

program

Seksi Andisa

giatan peabat non
stuktural dalam lingkup kegiatan Seksi Analisa Aset;
22. Uraian Seks Penghapusan Aset DPPKAD Kab. Jeneponto
Seks Penghapusan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
Penghapusan Aset mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan

adminstrass dan mengadakan penilaian Aset daerah; Daam
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menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi
Penghapusan Aset mempunyai fungsi:

a. Penyusunan program dan kegiatan teknis Seksi Penghapusan Aset;

b. Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Analisa Aset;

c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program

\h-
Y ‘f‘;:iv:x.; .

rr‘f

b. Jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja;
c. Jenis jenjang jabatan fungsiona tersebut ditentukan berdasarkan

kebutuhan dan beban kerja.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1. Sistem Akuntans Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Sistem penerimaan PAD di DPPKAD Kabupaten Jeneponto

PAD Kabupaten Jeneponto dilaksanakan dengan tiga mekanisme/prosedur

yaitu pembayaran langsung melalui Bendahara Penerimaan, penyetoran
melalui Bendahara Penerimaan Pembantu, dan penyetoran melalui Bank

Pemerintah yang ditunjuk (Kas Daerah).

57
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Tabel 5.1
Sistem Penerimaan PAD DPPKAD
Pelaksanaan Langkah Aktivitas
PPKD 1 Menyerahkan SKP yang telah

diterbitkan kepada Bendahara
Penerimaan dan  melakukan

verifikass pada saat penerimaan

Tabel 5.1 menunjukkan bahwa sistem penerimaan PAD pada
DPPKAD dilakukan oleh beberapa pelaksana dan dokumen yang
digunakan yaitu SKP/SKR-Daerah, Surat Tanda Setoran (STS), Surat
Tanda Bukti Pembayaran (STBP) / Bukti Lain yang Sah.

Untuk lebih jelas Sistem Akuntansi Penerimaan Pendapatan Adli

Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto dapat dilihat pada



Gambar berikut :

Sistem Akuntansi Penerimaan Pendapatan Adli Daerah

Kabupaten Jeneponto

59

Pelaksanaan Pendapaten Daerah - Bendahara Penerimaan

Uraian

1. PeAgguna Anggaran
memyehkan SKP DasmanS KR

bosarta 575 kepaca Bank

7. Bask mmzual Nets Kiadd
dan mengotansasl 5T6. Bank
foxmugan menyarahkan kemoall
575 kepada Bandahesm
Penadmann, Nots Kl
disampadkan kepads BUD

WP Hatribusi ‘ Bendahara Panerimaan

PPKD/Pengguna
foiiati
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a. Perencanaan Penerimaan Pendapatan Asdsli Daerah (PAD)
Kabupaten Jeneponto
Untuk menuju otonomi daerah di Kabupaten Jeneponto, maka

pengelolaan peningkatan Pendapatan Asdli Daerah perlu semakin
diintensifkan, agar tercapai keseimbangan antara pel aksana tugas-tugas

pemerintahan dan pembangunan serta dapat mendukung terciptanya

pengelolaan sumber-sumber pendapatan masyarakat.Meningkatnya
pendapatan masyarakat jelas mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan
kesgahteraan sekaligus menambah Pendapatan Adli  Daerah.
Peningkatan Pendapatan Adli Daerah tentunya tidak terlepas dari
kemampuan pemerintah dalam membina masyarakat dan unsur swasta

dalam mewujudkan berbagai bidang usaha, untuk selanjutnya dapat
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memberikan masukan terhadap daerah.Berdasarkan pandangan
tersebut, menurut penulis bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan
modal dasar bagi setigp daerah dalam melaksanakan kegiatan
pemerintahan dan pembangunan, dan sekaligus merupakan suatu bukti

terhadap tingginya kesadaran masyarakat dalam  mendukung

pemerintah dalam mensumber Pendapatan Adli Daerah.
: n/ hun 2004 tentang Perimbangan

encandken—penefimaan PAD perlu  untuk
mempertimbangkan Keadaan sosid ekonomi dan tingkat
kesadaran masyarakat selaku wajib bayar kemudian juga
memperhatikan Kebijakan dibidang ekonomi dan moneter.
(Wawancara pada Tangga 16 Mei 2017)

Dari wawancara diatas menekankan bahwa perlunya untuk
mempertimbangkan beberapa hal dalam membuat perencanaan PAD

agar dapat memaksimalkan penerimaan dalam menjaring PAD dan
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dapat menyesuaikan dengan kebijakan nasional ekonomi serta
memperhatika keadaan sosia dan tingkat kesadaran masyarakat di
daerah agar masyarakat sadar akan pentingnya wajib paak. Dari
wawancara diatas juga diperkuat oleh Syamsuddin Kepala Staf Pajak

DPPKAD Jeneponto saat di temui di ruangannya menambahkan

dah Redlisas  penerimaan
” J-la dan Kemungkinan

‘ :;g;‘ l'44) 11.,! . an adanya
v S\ ta :\_m" Lgff / b
"""*s;

mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah

tangga sendiri, Maka pendapatan asli daerah PAD menjadi sumber
keuangan paling utama selain jenis penerimaan daerah lainnya.isyarat
bahwa pendapatan asli daerah menjadi bagian sumber keuangan
terbesar pada pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan bahwa PAD

merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam
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mewujudkan dan menyelenggarakan pemerintahan. PAD merupakan
sumber penerimaan dan pendapatan murni bagi daerah.

Dari hasil wawancara jelas adanya penekanan terhadap
penerimaan PAD. Pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendapatan

Kabupaten Jenepontoberusaha menggali dan mengembangkan potensi

penerimaan daerah khusuSaya untuk meningkatkan penerimaan PAD
melaui dinasp / \v. an diatur Berdasarkan peraturan

)

!

i::_ BUpati mela ui

Sumber penerimaan Pendapatan Adli Daerah Kabupaten

Jeneponto terdiri atas beberapa jenis pendapatan, dianataranya adal ah:



Tabel 5.2
Jenis penerimaan Pendapatan Asli Daerah
No Jenis Pendapatan Jenis Pajak
1 | Hasil Pajak Daerah 1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pgak Hiburan
4. Pgak Reklame

Sengambil bahan galian
S MUt M\ g
/5.5 n..KAS

4(2; *‘I‘l.?h

3:*

Pgjak Penerangan sJalan

\\\,i“n,;m -

Ganti Kerugian

4. Pendapatan dari Pengembalian
5. Lain-lain PAD

Sumber : DPPKAD Kabupaten Jeneponto

Berdasarkan tabel diatas sumber penerimaan dari pendapatan

adli daerah terbagi menjadi empat pendapatan yang masing-masing

memiliki pembagian pajak yang menjadi sumber kas keuangan daerah
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yang dikelolah langsung oleh daerah sesuai potensi kekayaan dimiliki
daerah.

Dari hasil andlisis diatas, sangat jelas bahwa Hasil retribusi
daerah merupakan salah satu pendapatan pajak yang paling besar

berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah diluar dari

pendapatan lainnya yamG:. ‘turut berkontribusi dalam peningkatan

-y
. f ‘(?ﬁ “4;} Asi Daerah (PAD)
Qfa d\m KASS4 @4"(»\

| \\111"' ,-f{ r
; "'*-u-ﬁ u.‘..-,;,';‘F "'"F"’

q‘_'

SKPD yang selanjutnya dilakukan penyetoran ke Kas daerah, hasil

penyetoran tersebut kemudian akan dilaporkan kembali ke Dinas
PPKAD untuk dilakukan proses administrasi . Dalam pelaksanaan
penerimaan pendapatan asli daerah DPPKAD memiliki peranan
penting dalam melaksanakan hal tersebut demi terlaksananya

pengel olaan pemerintahan yang otonom.



Tabel 5.3
Target Penerimaan Pendapatan Adli Dari Daerah
Dari Tahun 2014-2016
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No Tahun Target Penerimaan PAD
1 2014 21. 680.093.000,00

2 2015 20.474.666.8000,00

3 2016 16.285.472.2000,00

Sumber : DPPKAD Kab. Jeneponto

No

Retribusi

2016

64.000.145.600,00

11.581.200.360,00

37.475.145.600,00

Hasil  Pengelolaan
Kekayaan  Daerah
Y ang Dipisahkan

3.634.000.000,00

4.208.140.399,00

5.034.000.000,00

Lain-lain PAD Yang
Sah

9.125.500.000,00

6.407.144.145,00

9.909.799.640,00

Sumber : DPPKAD Kabupaten Jeneponto

Berdasarkan tabel diatas realisasi pendapatan asli daerah dari

tahun 2013-2015 menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan adli
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daerah terus meningkat, selisi jumlah pendapatan dari tahun 2014 ke
tahun 2015 adalah 47% jadi penigkatan pendapatan asli daerah dari
tahun 2014-2015 sebesar Rp.24,010,744,809, terus peningkatan di
tahun 2015 sampai 2016 adalah 71%, peningkatan tersebut memiliki
selisi sebesar Rp.18,309,307,791. Meski Peningkatan pendapatan dari
tahun 2014-2015 | 4""-. dibandingkan dengan pada tahun 2014-

2016, ini menurjLi ueadapatan asli daerah mulai dari

/upfﬁ MUH... \ atan.Dari tabel diatas

qf" @"‘KAS e =| \ ah berkontribusi
~

€) Retribusi Pelayana Administrasi RSUD

f) Retribus pelayanan Persampahan
0) Retribusi pemerinksaan alat pemadam kebakaran
h) Retribusi penggantian biaya cetak peta

i) Retribusi pelayanan parker ditepi jalan



j) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
K) Retribusi penegendalaia Menaratelekomunikasi
|) Retribus kontribusi danasosial & SHU

m) Retribus pelayanan administrasi pertambangan

2) Retribusi Jasa Usaha:

o ,.f-‘h daerah/sewa rumah dinas
=T :\ -A‘.

m) Retribusi Penjualan Produksi Usaha daerah /Perkebunan

n) Retribus Pemakaian Kekayaan Daerah (Perikanan)
0) Retribusi Tempat Pelelangan
p) Retribus Penjualan Hasil Perikanan

g) Retribusi Garam Retribusi 1zin Usaha Pertambangan

68



3) Retribusi Perizinan Tertentu

a) Retribusi Izin Trayek

b) Retribus 1zin Mendirikan Bangunan

¢) Retribusi SITU/HO

d) Retribusi Izin Usaha Perikanan

Dari hasil

G l_ oreie

\i\pKAS«. 8

andisi *l

cpatan pajak yang paling besar
MuHﬂ ‘*\) i daerah diluar dari

l"\h
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sangat jelas bahwa Hasil retribus

R/

%%

peningkatan

2016

.581.200.360,00

12,500,000,00
12,500,000,00
15,000,000,00
5,000,000,00
Reklame Papan /Bill
Board/Videotron 147,680,544,00 177.463.670,00 270,000,000,00
/megatron
Reklame kain 5,400,240,00 - -
Pajak penerangan jalan 1,313,975134 | 4.856.683.804,00 | 4,700,000,000,00
PLN
Batu gunung/kali 130,920,560,00 212.302.823,25 175,000,000,00
Pasir ayak - - 18,750,000,00
Pasir urung/timbunan 9,860,500,00 8.735.489,50 22,500,000,00
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Pendapatan Adli Tahun Realisas
Daerah 2014 2015 2016
Timbunan tanah 20,790,668,00 111.771.677,00 3,750,000,00
Batu Bata 15,379,664,00 19.654.520,00 11,250,000,00
Krikil sungai 5,998,215,00 1.697.413,25 41,250,000,00
Pasir pasangan 98,233,093,00 100.625.273,75 75,000,000,00
Pasir batu (sirtu) 46,932,626,00 54.553.883,75 52,500,000,00
Batu Pecah 10,798,254,00 14.554.889,50
Pajak parker : 25,000,000,00
Pajak Bea Perolehan
Ha katas Tanah dan .285,00 500,000,000,00
Bangunan
Pajak bumi =
ayax bum ’ - 5,641,200,360,00
bangun &
H - 45.600,00
R '
,000,000,00
p Sl
Retr —{
admifi e B ANV
Pelay - 13,644,700,00
Pelayan
, ,040,519,111,00
RSUD y s
Pelayanan Y A
Administr
PelayananPer S20/220,0 140,000,000,00
pemeriksaan & . 5,000,000,00
pemadam kebakaran AR
enggantian biaya
penggantian blay 5,000,000,00
cetak peta
pelayanan parker ditepi
_ 57,000,500,00 70.570.400,00 150,000,000,00
jalan umum
pengujian kendaraan
24,250,330,00 31.781.000,00 50,000,000,00
bermotor
pengendalian Menara
20,500,420,00 15.000.000,00 150,000,000,00

telekomunikasi
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Pendapatan Adli Tahun Realisas
Daerah 2014 2015 2016

kontribusi dana sosial

25,002,487,00 30.018.000,00 40,379,000,00
& SHU
pelayanan administrasi
pertambangan
Retribusi Pemakaian
K ekayaanDaerah/sewa 11,200,000,00 6.300.000,00 34,800,000,00
rumah dinas A
Retribusi Pemakaian
K ekayaanDaerah/ 438.500,00 -

a Gedung .‘ h 4 d‘
Retribusi Pe ; "-_'J A S "f”
]

K ekayaanl QL P‘K 'S 4 43,700,000,00

Alat

'_.p"

)

‘_i_ l
wu_

R f,{" ~er ':.::'

) 4
Nt z-rw

h} Wf'iﬂllvﬂl.,a.n\-f C/

e A
> 90,3

) \'~t~.

000000000

17,250,000,00
-~'m //"'uv
Retribusi Pemiaks .‘ .
- 0 100,000,000,00
Kekayaan -?,ﬁb e ‘F
Daerah (Se ﬁﬁ P;;’t
& Rumah Dings USTAI{A h\"‘-ﬂ
Retribus Pema :
KekayaanDaerah 2510044000 30.000.00000|  50,000,000,00
(Sewa Aula)
e
etribusi Penjualan 1298077800 |  11.500.00000|  17.250,000,00
Hasi| Pertanian
Retribus T
etribusi Tempat 5,657,500,00 2.900.000,00  50,000,000,00
rekreasi dan Olahraga
:ie;i”tbus Penjualan ; .| 20,000,000,00
Retribus Rumah 11599835400 | 126.240.000,00 -
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Pendapatan Adli Tahun Realisas
Daerah 2014 2015 2016
Potong Hewan

Retribusi Penjualan

Produksi Usaha daerah 32,005,249,00 33.660.000,00 -
/Perkebunan

Retribusi Pemakaian

Kekayaan Daerah 10,000,000,00 10.000.000,00 50,000,000,00
(Perikanan)

/N
Retribusi Tempat ‘f s,

Pelelangan

Retribusi Penj uaan hs \ 10.000.000.00
fﬂ‘-unnm _4]' YR
Retribusi 5,1 b@' !tkpyﬁn“ ﬂr‘q _ﬁ. ’4 A \ 3
Retribus ~

s
1/ et &m‘ b/ A
3 "‘hw NG Y i SR.000.000.00

‘H.,. . "'"
\* é( 00 g ’l, I 8,249,826,00
'&_ji- -,-;nv ﬁ‘

Retrl ) '__ dﬂ“_ m = 1,590,000,00
Re”l'( Aﬁ'tayﬁﬁq‘\ 00.000,00, ( 10,000,000,00
il | % -.J%, /!Fl nﬂ\\ .
Hasil Pengeio; - \
K eka \ "};, . 3634 ,l : 5.034,000,000,00
Yang Dipisehkaa - """".-.. 4.'
Bank Sul-Se (‘- : 5.000,000,000,00
PT.Itabel AlamPt USTAI{A ANU"‘ - 34,000,000,00
Lain-lain Pendapatan .
Adli 0.125.500.000,00 | 6.407.144.145,00 | 9.909.799.640,00
Daerah Yang Sah
Hasil penjualan aset
daerah yang tidak 2193,827,200,00 |  173.810.400,00 2.620,000,000
dipisahkan
Jasa kas daerah 2,569,524,900,00 | 2.645.065.571,00 2,000,000,000
e :

exening deposito 1,399,150,995.00 | 1.251.071.055,00|  2,000,000,000
bank sulsal
Kerugian uang 1,370,059,287,00 | 1.577.189.347,00 1,099,799,640
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Pendapatan Adli Tahun Realisas
Daerah 2014 2015 2016

Kerugian barang 100,500,980,00 - 50,000,000
Pendapatan dar 945.097,23400 |  760.007.772,00|  2,100,000,000
pengembalian
Pendapatan dari
pengembalian 90,787,387,00 |  129.398.521,00 100,000,000
kelebihan pembayaran
gaji dan tunjangan
Lain-lain PAD 630.609.251,00 | 2,000,000,000
Jumiah 50 837 809,00 | 64.000.145.600,00

Sumber : DPPKAD

Sesuai dengan prinsip kesatuan bahwa pemerintah daerah

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat,

atas dasar tersebut maka kemandirian daerah dalam rumah tangganya tidak

ditafsirkan bahwa setiagp pemerintah daerah harus dapat membiayai

seluruh pengeluaran dari Pendapatan Asli Daerah (PAD-nya) sebagai

tindak lanjut dari pemberian otonomi kepada daerah agar dapat mengatur
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dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam meningkatkann daya guna
dan hasil guna dalam pelaksanaan pemerintah di daerah. Maka upaya
untuk meningkatkan Pendapatan Adli Daerah (PAD) adalah mutlak

diperlukan untuk mengantisipasi pelaksanaan otonomi yang nyata dan

bertanggung jawab.
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Gambar 4 Sistem Pemanfaatan Pendapatan Adli Daerah

Uesian PRTH, PA Bankiam

1. PITH mengasipdohranchiemen iedbsi deman Firbamen Pk e
e Lo ko LAkl i e SR E b Bendein Bolarg s Bdada
[Rempdueran

Pengeluaran pemerintah yang meningkat dapat menciptakan efek
pengganda. Jika pengeluaran pemerintah menyebabkan pengangguran
untuk mendapatkan pekerjaan maka mereka akan memiliki pendapatan
lebih untuk menghabiskan mengarah ke lebih meningkatkan permintaan

agregat. (Pekerja konstruksi misalnya dipekerjakan oleh peningkatan
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pengeluaran pemerintah di pub dan transportasi, menyebabkan sektor-

sektor ekonomi lainnya untuk memperoleh manfaat dari pengeluaran

pemerintah).Dalam situasi ini kapasitas cadangan dalam perekonomian,

pengeluaran pemerintah dapat menyebabkan peningkatan akhir |ebih besar

dalam PDB.

Sumber keuangan

untuk penyelenggaraan kegiatan

pemerintah adal ah. Pendapatan asli daerah
adalah p i secara terus menerus
A
ol ah tangganya
&
Dengan
’ asarkan
e S o
| : irigasi
iz
LM o ]
¥ &
onto
i
iy
L
Urai AR 2016
BelanjaModal - : E
Pengadaan Konstruksi | 17,355,249, 6,047,787,989 96,923,069,485
Jalan
BelanjaModal
Pengadaan Jalan 3,905,841,000 5,579,122,700 2,642,636,300
Setapak
Belanja Modal
Rehabilitasi/
Pemeliharaan Jalan 2,890,480,405 4,658,281,650 15,161,284,000
(rutin/ periodic)
Belanja Modal
Perintisan / 3,590,411,599 3,621,680,500 474,597,000
Pembangunan Jalan
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Belanja Modal
Peningkatan Jalan
Belanja modal
Pembangunan
Bangunan Perlengkap
jaan

Belanja Modal
Pengadaan Konstruksi
kanal Permukaan
BelanjaModal
BelanjaModal
Pengadaan Konstruksi
Jembatan

Efnagnéﬁagﬂnoﬂ ﬁ |\‘.5 MUHA[

Jari ngan Irges ﬂa_)

2,490.845,910 5,093,840,000 1,547,480,000

545,813,000 3,585,976,000

5,948,746,834 7,334,859,692 7,751,490,500

3,986,367,000

f; 34,596,579,424
iy ™

3
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el el
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Rp. 17,355,249,500, tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 26,047,787,989,

tahun anggaran 2016 sebesar Rp.26,047,787,989, kemudian penganggaran
terbesar ke dua dalam belanja pembangunan adalah pada sektor pengadaan
konstruksi jaringan air pada tahun 2016 sebesar Rp. 34,596,579,424 yang

sebelumnya pada tahun 2014 sebesar Rp. 6,894,284,550 dan pada tahun
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2015 sebesar Rp. 4,528,530,545. Maka dapat kita lihat bahwa semakin
meningkat jumlah pendapatan asli daerah maka semakin meningkat pula
jumlah belanja pembangunan daerah yang dikeluarkan pemerintah
Kabupaten Jeneponto. Jumlah belanja pembangunan daearah Kabupaten
Jeneponto terus meningkat menunjukkan keadaan daerah Kabupaten

Jeneponto  mengalami (embangan namun peningkatan belanja

\%\
o \\\dﬁl'ﬁ

’iﬂﬁf '-fh’""h __p;]

Rl 7

dana perimbangan dan belanja pembangunan.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah dengan prinsip desentralisasi
hubungan antar pemerintah pusat dan daerah, Sesuai dengan prinsip
kesatuan bahwa pemerintah daerah merupakan yang tidak terpisahkan dari

pemerintah pusat atas dasar tersebut maka kemandirian daerah dalam
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mengelolah rumah tangganya tidak ditafsirkan bahwa setigp pemerintah
daerah harus dapat membiayai seluruh pengeluaran dari Pendapatan Adli
Daerahnya (PAD), maka untuk menutupi besaran PAD pendapatan adli
daerah (PAD) terhadap besarnya belanja pembangunan daerah adalah

dengan bantuan dari Dana Perimbangan yang berasal dari Pemerintah

2

pemungutan PAD dapat dikategorikan efektif apabila realisasi penerimaan
10 pagjak dan retribusi daerah mencapa target yang telah ditetapkan.
Adapun kriteria penilaian efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi
daerah terhadap penerimaan PAD Kabupaten Jeneponto, sesuai dengan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
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Dalam pemaparan “Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Jeneponto” yang disampaikan dalam
target dan realisasi pendapatan daerah kabupaten jeneponto dari tahun
2014-2016 redisas PAD tahun 2014 sebesar Rp21.680.093.000,00

dengan targetRp. 21.680.093.000,00 dan pada tahun 2015 redlisasi PAD

sebesar Rp.46.025. target Rp.20.474.666.800,00

kemudian pada tak pendapatan PAD sebesar

-1: Pu-- MUHQ;; 16:235.472.200,00. Dari tiga

Untuk mengeta PAD Kabupaten Jeneponto
tahun 2014-2016 dapat di lihat dari efektivitas pengelolaan pajak dan
retribus daerah karena pajak dan retribusi merupakan sumber PAD
terbesar di Kabupaten Jeneponto. PAD yang direncanakan dibandingkan

dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah yang

dapat dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan PAD
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terhadap penerimaan PAD yang ditetapkan, maka data yang dikumpulkan
dalam penelitian ini akan dianalisis dengan rasio efektivitas dengan rumus
sebagal berikut :

Redlisas Pendapatan Adli Daerah
Target Penerimaan PAD

Rasio EfektivitasPAD = x100%

1. Tahun 2014

Rasio Efektivitas PA =23%

— - s = q\
-(P:E WIU;‘-[,;;: wr.\‘
SN WKASS, ¥,
G %2

______ =30%

100% =122%

Pemanfaatan PAD

Tahun Target PAD X presentase Criteria
2014 21.680.093.000,00 | 459.625.026 23% Kurang Efektiv
2015 20.474.666.800,00 | 630.609.251,00 30% Cukup Efektiv
2016 16.285.472.200,00 | 2.000.000.000,00 122% Sangat Efektiv

Berdasarkan hasil penelitian efektivitas pemungutan PAD di
Kabupaten Jeneponto tahun 2014-2016 dapat dijelaskan bahwa efektivitas

pemungutan PAD di Kabupaten Jeneponto pada tahun 2014 mencapai
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23% menunjukkan bahwa kurang Efektif kemudian pada tahun 2015
mencapal 30% menunjukkan bahwa cukup efektif dan pada tahun 2016
mencapal 122% menunjukkan bawhwa sangat efektif jadi efektivitas
pemungutan PAD Kabupaten Jeneponto pada tahun 2014-2016 tergolong

kategori efektif dengan rata-rata 93,6%.

B. Pembahasan

gi Daerah

1. Sistem Aku -- o A
7 ApS W ‘““%Da

lr\ LMK mencatat seluru
/_-é’.-fJ P\V‘ﬁm‘b‘qﬁs ‘\ e

f
e ir’-‘-l! 5 f. @ ‘,%.
2 '*“’MJN“-“ “‘""’/ e =

.|..\ J L .’I

DPPK/ :

H"STAK,.M“P‘ /i

Bidang Pembukuan. Wagjib Pgjak/retribusi menyetor uang (setoran

Penerimaan, Bank,

pajak/retribusi). Setelah melakukan verifikasi, Bendahara Penerimaan
mengeluarkan Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP). Kemudian
Bendahara Penerimaan menyiapkan Surat Tanda Setor (STS). Setelah itu
Bendahara penerimaan menerima uang dari wajib pajak/retribusi akan

menyetor uang ke bank yang ditunjuk pemerintah (Bank SULSELBAR)
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beserta STS. Hasil penyetoran tersebut kemudian ditampung dalam
rekening kas daerah. Selanjutnya bank akan memberitahukan hasil
penyetoran tersebut ke PPK-SKPD melalui Bendahara Penerimaan disertai
Nota Kredit dan STS yang telah diotorisasi. Apabila pembayaran
dilakukan oleh wajib paak/retribusi langsung ke kas daerah (Bank

SULSELBAR), maka oleh buatkan dip setoran sebanyak 2

lembar yang dise

5 P, pajak/retribusi. Oleh wajib

"G MUH \

N K ASS
\‘i'“‘K

kondis geografis wajib pagak/retribusi  tidak mungkin  membayar

kewajibannya langsung pada badan atau lembaga keuangan yang bertugas
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan maka

ditunjuklah bendahara penerimaan pembantu.



2. Sistem Akuntansi Pemanfaatan Pendapatan Adi Daerah
Kebijakan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah memerlukan perhatian terutama dalam ha pendistribusian
anggaran, sehingga dapat merangsang terciptanya sumber-sumber

pendapatan baru bagi daerah, salah satu sudut pandang kebijakan yang

dapat dilakukan melaui kebi eluaran pemerintah daerah dalam

hal pengelolaan keticia n.efektif adalah pendistribusian
iy g : 4@\
[ ; 4 uh pengeluaran

470,

adap p

Pengaruh pemerintah pusat terhadap daerah berjalan melalui mekanisme
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yaitu melalui
dana perimbangan dan transfer pemerintah pusat kepada daerah.

Belanja Daerah, dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis

belanjaterdiri dari :
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a. BeanjaRutin:
1) Administrasi Umum;
a) BelanjaPegawai;

b) BelanjaBarang;

¢) BelanjaPemeliharaan;

o T '{f ercue
. I JEK I'.A,' ANO
3. Efektivitas Penerimaan-banPemaniaatan Pendapatan Adli Daerah

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau

sasaran yang harus dicapai. Kegiatan oprasional dikatakan efektif apabila
proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Untuk
mengetahui efektivitas pemerimaan PAD Kabupaten Jeneponto tahun

2014-2016 dapat dilihat dari efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi
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daerah karena pgjak dan retribusi merupakan sumber PAD terbesar di
Kabupaten Jeneponto.
Dari tiga tahun terakhir ini terus terjadi peningkatan pendapat adli

daerah, ini membuktikan bahwa kemampuan pemerintah meningkatkan

kemampuan penerimaannya dalam mengelolah kekayaan daerah dapat




BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang didasarkan pada

analisis data, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

memperhatikan prosedur pembukuan dalam pencatatan penerimaan PAD.

2. Pelaksanaan pengendalian intern di bidang akuntansi harus melaksanakan
proses penjurnalan atas penerimaan PAD untuk menghindari kesalahan
baik sdah catat atau tidak dicatatnya suatu penerimaan serta
memperbanyak pengadaan sosialisasi dan kegiatan bimbingan teknis bagi

para pegawai khususnya di bidang akuntansi agar pelaksanaan sistem dan

87
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prosedur akuntansi penerimaan serta pengendalian intern dapat menjadi
lebih baik.

3. Menjadikan Permendagri No. 59 Tahun 2007, kebijakan daerah dan
prinsip-prinsip akuntasi yang berlaku umum sebagai pelaksanaansistem

akuntansi penerimaan dan pemanfaatan pendapatan Asli Daerah.

m‘hl.f//

SN

=
-
Wy, ]




DAFTAR PUSTAKA

Andriani Wiwik. 2010. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan
Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandaan dan
Ketepatwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( Studi pada
Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan ). Dalam Jurnal Akuntans &
Manajemen, 5 (1): h: 69-80.

Arfianti, Dita. 2011. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilal Informasi
Pelaporan Keuangan Pem ah Daearah (Studi pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah di i “Batang). Skrips Fakultas Ekonomi
Universitas Diponee

3.(2013)
33.Diakse

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

89



90

Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara.Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.Tentang Standard Akuntans
Pemerintahan. Jakarta.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengel olaan K euangan Daerah.

Siti Soimah. 2014 . Pengaruh Kaptas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan
Teknologl Informasi d endalian Intern Pemerintah Terhadap
Jar “ayy Daerah (Studi pada Kabupaten







TARGET PENERIMAAN PENDAPATAN ASL|1 DARI DAERAH DARI
TAHUN 2014-2016

No Tahun Target Penerimaan PAD
1 2014 21. 680.093.000,00

2 2015 20.474.666.8000,00

3 2016 16.285.472.2000,00
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RINCIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN 2014-20116

Hakatas u 2
Bangunan \ '?,ﬁ_

Pendapatan Adli Tahun Realisas
Daerah 2014 2015 2016

Hasil Pajak Daerah 3.314.000.000,00 | 8.728.179.053,00 | 11.581.200.360,00
Hotel bintang dua 13,540,800,00 25.870.053,00 12,500,000,00
Wisma Pariwisata - - 12,500,000,00
Rumah makan 19,290,300,00 23.260.000,00 15,000,000,00
Pagelaran Kesenian

/Tari/music/busana 5,000,000,00
Reklame Papan /Bill

Board/Videotron 270,000,000,00
/megatron

Reklame kain -
Pajak pen 4,700,000,000,00

N,

75,000,000,00
,.18.750,000,00
22,500,000,00
' 8,750,000,00
1,250,000,00
1,250,000,00
5,000,000,00
52,500,000,00

25,000,000,00

500,000,000,00

Pajak bumi del ﬁf 5

bahgunen 30528 5,641.200,360,00
Hasil Retribug | 5.681.527.012.00 | 37.475.145.600,00
Daerah

Ega'rb“g pelayanan 280,500,978.00 |  328.153.000,00 | 1,000,000,000,00
Retribusi pelayanan i i i
administrasi

Pelayanan K esehatan 1.537,336527,00 | 13.653.928.000,00 | 16,513,644,700,00
;%'Sygna” Kesehatan |, 513 345 881,00 | 11.356.777.612,00 | 19,040,519,111,00
Pelayanan

o BSUD 2 220,490,00 3.799.000,00 -
PelayananPersampahan 22.150,220,00 20.875.000,00 |  140,000,000,00




Pendapatan Adli Tahun Realisas

Daerah 2014 2015 2016
Bﬂ%:ﬁn{fwaﬂ 5,000,000,00
penggantian biaya £ 000.000.00
cetak peta ,0U0,000,
Fde' ayanan parker diep! | 57,000,500,00|  70.570.400,00 | 150,000,000,00
pengujian kendaraan 2425033000 | 3178100000  50,000,000,00
o f""/\" 15.000.000,00 | 150,000,000,00
;:gtlﬂgus :ldan & Xs UM ;:‘; LB00000 | 40379,000,00
il 2N KAS S y h/h 1 _
Retribusi’ P sﬁ{# iﬁl "‘-’-ﬂ-.

S mﬂm o % kil

Retiibusi Perfiakaian. -~

Ke ?‘ :-" %&é 0D, 00+ ]

KZtkr - k%iy! ,700,000,00

Alat B ik ‘F_.__’_J_f'..r-" - PR 35 - = - th

Retrib ‘n *Id} Mf?:i;ﬁ;&%%‘ 20.000,08" " 115,000,000,00

Retribuy N 149,000 s, L 'ﬁ} 75,000,000,00

gzk.ll;K % ‘J {‘ V 'F\‘ -i'}} | ,000,000,
ribusi Pelaya - _ <

Kepelabuhana ﬁ&.h C 0l 000,00 20,000,000,00

Retribusi Penj

. . - U QF\'

Produksi Usaha | STAI{AAN f,oo 17,250,000,00
daerah/hasi| pertaniar

Retribusi Pemakaian

K ekayaan 28,220,500,00 10.430.000,00 100,000,000,00
Daerah (Sewa Gedung

& Rumah Dinas) ) ) )
Retribusi Pemakaian

KekayaanDaerah 25,100,440,00 30.000.000,00 50,000,000,00
(Sewa Aula)

Retribusi Penjualan

Hasil Pertanian 12,989,778,00 11.500.000,00 17,250,000,00




Pendapatan Adli Tahun Realisas

Daerah 2014 2015 2016
Retribusi Tempat
rekreasi dan Olahraga 5,657,500,00 2.900.000,00 >0.000,000,00
R_et_rlbus Penjualan } - 20,000,000,00
Bibit
Retribusi Rumah 115,998,354,00 |  126.240.000,00 -
Potong Hewan

Retribusi Penjualan
Produks Usaha daerah
/Perkebunan

33.660.000,00 -

Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah
(Perikanan)

50,000,000,00

Retribus Te

Pelelangan

Retrlbu Senjuic!. *

). ,.\ | lﬂ : o,ooo,ooo,oo
s G N wmmm

»
R 1701 ﬁ#ﬂx ' ":i..;.r'
ki 4 u ‘_-:.-..‘.? q:ﬁ,?""/ a i
Retrip .s‘ A._E'HM.‘_'FJIEM" 0 ¢ 50,000,000,00

Retribusi izi # F r
men an’ "" % > 1828,249,826,00

: i"!‘ h“' ..-l";-'!" W"t-‘-"lr -E.
Retriblsl SEPUMHO™ i 849 wﬂ'-'w AN ‘“\ )0~/ 391,590,000,00

‘E‘l

bus '\J‘ ATTRNN )
;_;ertlril< \? ‘I‘ )' 1‘” \ - e bgj, 10,000,000,00

i

Hasil Peng? “g '-r y | - &

K ekayaan D & ; 140:399,00 | 5.034,000,000,00
Yang Dipisa E. ¢ | hﬁ'

Bank Sul-Sel ' ?T.Lh 0900, 7,208 9,00 | 5.000,000,000,00

PT. Itabel Ala E“""-l-n-......,_____,,n.,___,_ o - 34,000,000,00
Lain-lain Pendapatan B

Adli 9.125.500.000,00 | 6.407.144.145,00 | 9.909.799.640,00
Daerah Yang Sah

Hasil penjualan aset

daerah yang tidak 2,193,827,200,00 173.810.400,00 2,620,000,000
dipisahkan

Jasa kas daerah 2,569,524,900,00 | 2.645.065.571,00 2,000,000,000
Rekening deposito

Bank Sulsa 1,399,150,995,00 | 1.251.071.055,00 2,000,000,000
Kerugian uang 1,370,059,287,00 | 1.577.189.347,00 1,099,799,640
Kerugian barang 100,500,980,00 - 50,000,000




Pendapatan Adli

Tahun Realisas

Daerah 2014 2015 2016
Pendapatan dari
pengembalian 945,997,234,00 760.007.772,00 2,100,000,000
Pendapatan dari
pengembalian 90,787,387,00 |  129.398.521,00 100,000,000
kel ebihan pembayaran
ggji dan tunjangan
Lain-lain PAD 630.609.251,00 2,000,000,000

Jumlah

45.690.837.809,00

64.000.145.600,00




RINCIAN BELANJA MODAL PEMBANGUNAN
KABUPATEN JENEPONTO

TAHUN ANGGARAN 2014-2016

Pemedliharaan Jalan

Uraian 2014 2015 2016
Belanja Modal
Pengadaan Konstruksi | 17,355,249,500 | 26,047,787,989 96,923,069,485
Jalan
BelanjaModal
Pengadaan Jalan 5,579,122,700 2,642,636,300
Setapak
Belanja Modal
Rehabilitasi/ 15,161,284,000

7,751,490,500

3,986,367,000
* 'l
34,596,579,424
Jaringan irig
Belanja modal
Pengadaan KONSIUKS! | g 893 5g4 375 | 12,650,074,946 11,606,951,394
jaringan air bersih /
alr minum
BelanjaModal sumur 3,459,023,415 5,527,162,676 2,561,194,163
Jumlah 50,114,162,383 | 75,773,900,335 178,459,615,903




KONSTRIBUSI PAD TERHADAP BELANJA PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014 SAMPAI TAHUN 2016

Tahun Belanja
No Angaaran Pembangunan PAD Konstribusi
9 Daerah
1 2013/2014 50,114,162,383 | 21.680.093.000 43,26%
2 2014/2015 75,773,900,335 | 46.025.290.609 60,74%
2015/2016 64.000.145.600

35,86%




FLOWCHART SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN PAD
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASSET DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

Pelaksanaan Pendapatan Dasrah — Bandahara Penerimaan

UraEn

1. PEngguna Anggaran
manywrahkan SKP DasmhSKA
kmpada Bencdaham Porermaan
dam Wajib Pajgk/Relribusi

3. Waijib Pajak/Pnkibusi
mamaayarkan -jurnh i

7. Bank membuat Nota Kredit
dan mengotorisas STS. Bank
ko miudian manysrahkan kembnli
STS kopada Bandahara
PeEngfimaan. Nota K edi

disampaikan kepada BUD

WPR/Reribusi

Bandahara Peparimaan

PPKDFanpuna
Anggaran

BRI Buswh
B

Bank




FLOWCHART SISTEM PEMANFAATAN PENDAPATAN
ASL| DAERAH

Lirsman PPTK P&
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